
GUNAKAN SISTEM HAK PAKAI

SG Boleh Dibangun Tol
YOGYA (KR) - Pembangunan jalan tol di wilayah

DIY tidak hanya melewati permukiman penduduk tapi

juga tanah milik Kraton Yogyakarta berupa Sultan

Ground (SG). Secara prinsip, Kraton Yogyakarta tidak

keberatan dan memperbolehkan penggunaan tanah

Sultan Ground untuk pembangunan jalan tol di

wilayah DIY. Kendati demikian, pihak Kraton mene-

gaskan bahwa pemanfaatan tanah SG tersebut meng-

gunakan sistem hak pakai. Kraton Yogyakarta tidak

akan melepaskan tanah SG tersebut.

”Kalau tanah SG mau dipergunakan untuk tol boleh

saja, tapi menggunakan sistem hak pakai sehingga

tanah SG tidak hilang. Hak pakai dengan tidak menye-

wa, karena digunakan untuk kepentingan umum. Yang

terpenting tanah kami tidak hilang,” kata Penghageng

Kawedanan Hageng Panitikismo Kraton Yogyakarta

GKR Mangkubumi di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta,

Kamis (14/4).

* Bersambung hal 7 kol 5

YOGYA(KR) - Sektor bisnis merupakan

sektor strategis sekaligus rawan  korupsi.

Karena pelaku usaha terpaksa melakukan

praktik gratifikasi untuk melancarkan pro-

ses bisnisnya.  Pemberian hadiah atau

suap tersebut tetap dikategorikan sebagai

tindak pidana korupsi. 

”Perbuatan itu dilarang karena meru-

gikan prinsip keadilan, melanggar kode

etik dan hukum pidana. Sehingga pada

akhirnya merusak iklim persaingan usaha

yang sehat. Bahkan berdasarkan data

penindakan KPK 2004 hingga 2021, pihak

swasta tercatat sebagai pelaku tindak pi-

dana korupsi terbanyak yaitu sejumlah 356

orang. Dari jenis perkara tindak pidana ko-

rupsi tahun 2004-2021 terbesar adalah

penyuapan 802 perkara serta pengadaan

barang dan jasa sebanyak 263 perkara,” ka-

ta Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di

Bangsal Kepatihan, Kamis (14/4).

Diungkapkan pula,  70 persen kasus

yang ditangani Komisi Pemberantasan Ko-

rupsi (KPK) adalah suap. Dimana sebagian

besar pelaku suap ada dari dunia usaha. 

Alexander Marwata mengatakan, ada-

nya fenomena perusahaan tidak jelas alias

abal-abal yang  ikut lelang proyek pemerin-

tah menjadi salah satu perhatian dari

KPK. Meski di atas kertas, perusahaan

abal-abal itu memang terdaftar di Ke-

menkeu dan berbadan hukum. Tapi aktivi-

tas yang dilakukan maupun lokasi kan-

tornya terkadang tidak jelas. Biasanya pe-

rusahaan itu muncul saat ada proyek pe-

merintah yang dimasukkan ke Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Namun setelah dimasukkan penawaran,

perusahaan ini satu per satu hilang sehing-

ga jumlahnya menyusut.

”Perusahaan seperti itu tidak memiliki

iktikad baik jadi harus hati-hati. Misalnya

ada perusahaan yang memiliki PT A sam-

pai Z tapi saat ditanya bisnisnya apa, tidak

bisa menjawab. Jadi apa yang dibutuhkan 

* Bersambung hal 7 kol 5

JAKARTA (KR) - Pen-

daftaran UTBK-SBMPTN

2022 diperpanjang  hingga

Sabtu (16/4) sore, pukul

15.00 WIB. Oleh karena

itu kepada calon peserta

UTBK-SBMPTN seluruh

Indonesia yang belum

mendaftar masih ada ke-

sempatan.

Demikian disampaikan

Ketua LTMPT Mocham-

mad Ashari dalam siaran

persnya, Jumat (15/4). Per-

panjangan waktu tersebut

sudah termasuk masa

pembayaran biaya UTBK

di bank mitra (Bank Man-

diri, BNI, BTN, dan BRI). 

Dijelaskan, pendaftar

yang masa pembayaran-

nya kedaluwarsa pada 15

April 2022, pukul 15.00

WIB, dan belum melaku-

kan pembayaran, harus

memilih Pusat UTBK

kembali. 

Sedangkan pendaftar

yang telah menyelesaikan

pembayaran hingga tang-

gal 16 April 2022, pukul

15.00 WIB, diberikan ke-

sempatan untuk menun-

taskan proses pendaftaran

UTBK-SBMPTN sampai

dengan Finalisasi serta

Cetak Kartu Peserta hing-

ga 17 April 2022, pukul

15.00 WIB.                (Ati) -fJAKARTA (KR) - Menteri Perhubungan (Menhub)

Budi Karya Sumadi memberikan saran kepada masya-

rakat untuk melakukan perjalanan mudik lebih awal

guna menghindari risiko kemacetan lalu lintas.

”Memang kita menyarankan bahwa saudara-saudara

kita kalau bisa mudiknya lebih awal. Mulai tanggal 25

atau 26 April,” kata Budi Karya usai memimpin Rapat

Koordinasi Simulasi Pergerakan dan Antisipasi Puncak

Arus Lalu Lintas di Jalan Tol pada Masa Mudik

Lebaran Tahun 2022 di Gerbang Tol Cikampek Utama,

Jawa Barat, Jumat (15/4).

Menhub menyampaikan, Pemerintah telah menetap-

kan bahwa aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan

swasta boleh mengambil cuti tahunan sebelum atau

sesudah periode libur dan cuti bersama Lebaran 2022.

Adapun berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB)

Tiga Menteri, telah ditetapkan tanggal cuti bersama

yaitu tanggal 29 April, 4, 5, dan 6 Mei 2022.

”Kita tahu saudara-saudara kita sudah dua tahun ti-

dak mudik, dan mereka sangat merindukan itu. Maka

dari itu kita berikan pelayanan,” ujarnya.

* Bersambung hal 7 kol 1

CILACAP (KR) - Tim Gabungan

Polres Cilacap dan Polda Jateng meng-

gerebek  gudang di daerah Jeruklegi

Cilacap yang diduga dipergunakan un-

tuk menimbun BBM jenis solar

bersubsidi. Sebanyak 1000 liter solar

siap angkut, puluhan kempu (tempat

isi BBM dari plastik besar), tanki war-

na biru ukuran 8.000 liter dalam kon-

disi kosong dan 2 pompa air diaman-

kan untuk dijadikan barang bukti.

”Dari pengungkapan ini, diaman-

kan A (37) warga Cilacap, sopir truk

modifikasi pengangkut BBM,” 

* Bersambung hal 7 kol 1
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RUU Ibu Kota Negara resmi disahkan menjadi UU 3/2022

tentang Ibu Kota Negara, Januari lalu. Pro-kontra mengiringi.

Namun tulisan  ini tidak dimaksudkan untuk masuk dalam per-

debatan pro-kontra. Tetapi lebih pada elaborasi pemindahan

IKN dalam perspektif manajemen pertanahan, mengingat se-

luruh tapak pembangunan IKN masih bertumpu pada tanah.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan mana-

jemen pertanahan sebagai proses pemanfaatan sumberdaya

alam dan sumberdaya tanah untuk mendapatkan hasil yang

baik. Hal ini meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan

pengelolaan pertanahan sebagai sumberdaya baik dari aspek

lingkungan maupun aspek ekonomi, termasuk sektor pertani-

an, pertambangan, perkebunan, maupun sektor properti serta

perencanaan wilayah kota dan daerah (UN, 1996). Dalam

perkembangannya manajemen pertanahan menjadi sebuah

paradigma yang digunakan dalam tata kelola pertanahan pa-

da negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, yakni land

management paradigm (Enemark, 2005). 

Paradigma manajemen pertanahan ini terdiri atas tiga

komponen utama yaitu: (1) kerangka kebijakan pertanahan

(land policy framework); (2) infrastruktur informasi pertanah-

an (land information infrastructure); dan (3) pengaturan

kelembagaan (institutional arrangement). Ketiga komponen

tersebut bekerja secara simultan dan mendukung fungsi 

* Bersambung hal 7 kol 1

● JUMAT 8 April 2022,

teman saya yang biasa-

nya minta dikirim pulsa

Rp 25.000,  minta dikirimi

pulsa Rp 35.000. Tanpa

konfirmasi, saya kirim

pulsa Rp 35.000. Bebe-

rapa menit kemudian te-

man saya minta maaf ka-

rena salah ketik dan ia

akan membayar pulsa se-

suai nominal pulsa yang

masuk. (Yeni Endah, Ja-

lan Jati Selatan Dalam

6/83 RT 03 RW 13 Banyu-

manik Semarang)-f

KR-Franz Boedisukarnanto

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata didampingi Gubernur DIY Sultan HB

X memberikan penjelasan kepada media.

KR-Istimewa

Kasat Reskrim Polres Cilacap AKBP Rifeld Constatien Baba saat menggerebek gudang yang diduga un-

tuk menimbun BBM solar bersubsidi.

KR-Istimewa

Gubernur DIY Sultan HB X menyerahkan buku RKPD DIY 2023 kepada

Ketua DPRD DIY Nuryadi.

Pendaftaran SBMPTN
Diperpanjang Hingga Sore Ini

YOGYA (KR) - Rencana Kerja Peme-

rintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2023

harus mampu menjadi dokumen yang

membumi. Berbagai tujuan dan sasaran

pembangunan yang tertuang harus rea-

listis dan mampu dicapai sebagai target

serta mampu menjawab permasalahan-

permasalahan pembangunan yang ada.

Karena tujuan dan sasaran yang tercan-

tum dalam RKPD DIY Tahun 2023 ini ju-

ga harus bermuara pada tercapainya ke-

sejahteraan masyarakat di DIY. 

”Dalam pelaksanaan Musrenbang, ke-

giatan pembangunan di DIY yang akan

dilaksanakan di tahun 2023, digodog

dan diolah sedemikian rupa, melalui

pemikiran-pemikiran dan ide-ide kreatif

dari seluruh pemangku kepentingan.

Tentunya dengan melalui berbagai pen-

dekatan perencanaan baik politik,

teknokratik, partisipatif, top down dan

bottom up,” kata Gubernur DIY, Sultan

Hamengku Buwono X dalam pembuka-

an Musrenbang RKPD DIY Tahun 2023

di Gedhong Pracimasana, Kompleks

Kepatihan, Kamis (14/4).

Musrenbang kali ini dihadiri secara

daring oleh Dirjen Bina Pembangunan

Daerah Kemendagri RI mewakili Men-

teri Dalam Negeri RI, Deputi Pengem-

bangan Regional PPN/Bappenas RI me-

wakili Bappenas RI, dan Staf Ahli

Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu

RI mewakili Menteri Keuangan RI.

Dalam kesempatan itu, Sultan meng-

harapkan pemerintah pusat memberikan

dukungan program dan pendanaan terkait

berbagai upaya untuk mengatasi isu-isu

pembangunan yang masih dihadapi DIY. 

* Bersambung hal 7 kol 1

RKPD DIY 2023 HARUS LEBIH MEMBUMI

Prioritas, Mutu SDM dan Penurunan Kemiskinan

70 PERSEN PERKARA KPK, SUAP

Sektor Bisnis Rawan Korupsi


